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BUPATI WONOSOB0
PROVINSI JAWA TISNGAT

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR=zg TAHUN 20 i1

TENTANG

N MASYARAKAT MISLALUT PENGELOLAAN TEKNCGLOGI
COPAT GUNA DI KABUPATEN WONOSOBO

- NGAN RAHMAT TUHAN YANG N’IAHA.ES/\

Menimbang @ a.

Mengimgat @ 1

BUPATI WONOSOBO
ahwa dalam rangka meningkatkan cfisiensi, ofoktifitas,
Alan tambah dan mutu hasil produkst kegiatan masvarakat,

werlu melakukan upava pemberdayaan masyaraks! melalul
eknologn Tepat Guna;

ahwa berdasarkan pertimbarigan sebagaimana  erscbut

;ada hurul a, perlu menctapkan Peraturan Bupat: tentang

‘emberdayaan Masvarakat Maelalui Pengelolaan 1 cknologs

Vepat Guna.Di Kabupaten Wonosobo;

b

Jndang-Undang Nomor 1.3 Tahun 1950  tentang
embentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam
ingk angan Propins: Jawa Ter gah;g

Indang Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang

cerimbangan  Keuangan Antiaa Pemerintah Pr-at Dan
Jemermtahan Dacrah {Leicbaran Negara  Republik

adonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan l.ombaran

Cegann epublik Indonesia Noraor 4438);

ndang Undang  Nomor 1.2 Tahun 2011 tcntang

cembentukan Peraturan Perundang-undangan ({l.ombaran
«cgara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomwor 82,
cambahan Lembaran Negara Republik Indones:: Nomor
234y,

ey Undang Nomor & Sohun 2014 tenta. 2 Desa
~embaran Negara Republik donesia Tahun 201, Nomor
, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesis Nomor

Cindang-Undang  Nomor 233 Tahun 2014 (entang
emerintahan Dacrah (Leirbaran Negara  Republik

adonesia Tahup 20141 Nomoo 244, Tambahan .ocmbaran

«cgara Republik Indonesia Nooor 5587) sebagaim:ina telah

~ubah dengan Peraturan Peirerintah Penggantl Jndang-
Jdndang Nomor 2 Tahun 20101

lentang Perubaian Atas

sndang-Undang Nomor 233 Tahun 2014

lentang



Menctapkan

semerintahan Dacrah (Lemmbaran Negara  Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan l.embaran
fegara Republik Indoncesia Noiaor 5589);

. ccraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 9 Tahun
005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
emerintahan Dacrah (Leinbaran Negara  Republik
ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.ombaran
legarn Republik Indonesia Noraor 4593);

/ ceraturan Menterl Dalam Nesori Nomor 20 Tal.om 2010
Jntang Pemherdayaan Masyarakat Melalui Peagelolaan
cknologi Tepat Guné; :

8. craturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Talun 2013
- entane Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peagelolaan
Ceknologl Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:
PLATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN

M v YARARKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOCG! TEPAT
G2 A DERABUPATEN WONOSOBWG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan .o crah ini vang dimaksud dengaon e

£,

Dacrah adalal tabupatcn Wonosobo. -
Pemerintah 1o oorah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbag:i unsur

penyelengg:

i, cmerintahan dacrah,

Bopati adaiad. 1 apati Wonosobo,
Pemberdayaar.  Masyarakat adalah  upaya pengembangan muasyarakat

mcialui penc.,.aan  kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu

membangun 1 dan lingkungannva sccara mandiri melalui pemberian
sumber  dayv kesempatan - dalam pengambilan keputusa:.  scrta

Sneningkatan oo getahuan dan ketrampilan me syarakat,

Telosologh vep o Guna yang sclanjutnva discb.o TTG adalah. teknaiogl yang

sesuui denga.. kebutuhan masyarakat, dapst menjawab permosalahan

masvarakat

, Lok merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan <ipelihara

olech masvara...l sccara mudah, serta menghasilkan nilai tamibah dar

aspok ckonond can aspek lingkungan.

Pos Pelaveaia, ceknologt Tepat Guna yang scoioanjutnya discbut Posyantek

acadah o lemb 0 kemasyarakatan di kecamatan yang me.anberikan

poelayanan tek s, informasi dan orientasi berbagal jenis TTG.

Warung Tckrno g Tepat Guna yang sclanjulnya discbut Wartel, adalah

lembaga keme s arakatan di Desa /Kcelurahan vang memberikan polayanan

tekaus, mform o dan orientasi berbagai jenis 177G

Koelcimpok Meao rakan vang sclanjuinya dischb.t Pokmas adalah }rmpulan

masyarakal g mengorganisir diri untuk nelakukan usaha ckonomi



Y.

produktf denwiiy memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapiitan dan
kesejahteraan asyarakat.
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Pemiberdayaai

berdasarkan

kegialan  penelitian, praktis  nilai dan  penemuan,
dan/atau  perekayasaan  vang  bertujuan  untuk
penerapan praktis nilal dai konteks ilmu penusctahuan

- ag lelah ada ke dalam produk @lau proses produks..
calah badan usaha vang berbadan hukum Indonesia di

o luar negerl, Badan Usaha Milik Negara, Badin Usaha

<ademisi, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak cerbadan

2 Derorangan.

BADB 1
RUANG LINGKUP

Pasal 2

serdavaan masyarakat melalu: hengelolaan TTG m dputi

an;
pemanlaatan cnergl;

<ungan;

strukturs

<onoini kreauf,

BAB I
SASARAN

Pasal 3
wan masvarakal melahul pengeiolaan TTG meliputi .
rangeur, putus sckolah, dan keluarga misking

- memiliki usaha mikro, kecil dom menengah;

a. meningkai

H.oomenge

Coooaenmh
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Singkungan,
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BAB 1V
PRINSIP

Pasal 4
masyarakal  melalui pengeiolaan TTG  dilaksanakan

asip

n usaha ckonomi;
kan usiaha kewirausahaan;
manlaat sccara berkelanjutan.

.dAn

masyarakal  melalul pengelolaan TTG sebazaimana
aval (1) dilaksanakan sccari partusipatf, keterpaduan,



cmempertimba. s kan  potensi . sumber dava  dan kearifan  lokal,  serta
herwawasan 1o kungan. '

BAB V
"MEKANISMIZ

Bagian Kesatu
Umum

_ Pasal 5

(1) Pemberdayaar nasyarakat mclalui pengelolaan TTG di Daerah cidakukan
oleh Bupati. _

(2) Dalirin peluks 0 aan pemberdayaan masyarakil melalul pengclo.can TTG
schuvaimana  cionaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerja sam.i dengan
Perricrintah, | aerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatcn/Kota Juan/atau
Pihak Ketiga. ‘ _

(3) Pelaksanaan ..orja sama scbagaimana dimaksud pada ayat (41 scsuail
ketentuan pen oaran poerundang-undangan,

(4) Duaban perjan oo kerju sama sebagaimana dincksud pada ayat (2, mcmuat
pengalihan T dari sumber teknologi kepada riasyarakat. '

Bagian Kedua
Kegiatan Pemberdavaan Masyarakat

Pasal ©
Kegiatan Pember - vaan Masyarakat melalui peagelolaan TTG sebazaimana
dimaksud dalam < sal 5 ayvat (1) dilakukan melalu
a. pemctaan kebooahan PTG, '
b, poengkajian T
CCo peincnthunga TG
d. pomasyarakat o TTG; dan
e. penerapan T

Paragral 1
Pemcetaan Kebutuhan TTG

: Pasal 7
(1) Pemetaan kel ahan TTG scbagaimana dimaksud dalam Pasal € huruf a,
antara lain dii @ ukan meclalui :
o pengumptiooa data darn informast jenis TTCS
b, oars usubo

¢, sousial hud oo dan

~

1. polensi su oer daya lokal,
(2) Hasil pumetac:. kebutuhan TTG schagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan unc... perencanaan pemanfaatan dees pengembangan TG,



Paragral 2
Pengkajian TTG

Pasal 8

Ponehoian TG sacaimana dimaksued dalar asal 6 huru alakukan
Pengleaan T 1941 1w dimaksud dalam basal 6 h [ b, ailakuk

dengan mengana is.s hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengermbangan

TTG.

Paragral 3
Pengembangan TTG
| " Pasal 9

(1) Pengembanga..” 'TG schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, antara
lain dilakukar. ielalul inovast TTG dan uji coba TTG.

(2) Dalim rangk:. engembangan TTG melalui inovasi TTG dan uji coba TTG
schbuantmana ooonaksud pada ayat (1) Pemcrintah Dacrah meriasilitasi
poitpembanga TG,

(3) Hasil pcngem..agan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasunakan
untuk pencera: <. TTG di masyarakatl.

Pasat 10

(1) Penerintah 1 corah mmemfasiitast perlindunaean hukum terhacop  hasil
pengembanga o TG sebaghimana dimaksud dulam Pasal 9 ayat (1.

(2) ¥asilitasi per - dungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan deion mengupayakan hak paten.

Paragral 4 .
Pemasyarakatan TTC

‘ Pasal 11
P()musyﬁI‘;sz-n . TTG schbagaimana dimaksud dalam Pasal © qurul d,
dilakukan me: ol kegiatan
a0 velar/poan, o on TG
b lokakurva Gy
¢. emu inlor st TTG
d. peclatihan;

¢. pendampt.on;

I ragang; .

o, eomuiag o nfoneas dan edukast TTG; ataa

h. racdia ma '

Pemasyaraka: . TTG schagaimana dimaksud pada ayat (1) «ilakukan
untuk mengk o unikasikan penerapan TTG/proses alih teknolows: kepada

masvarakat.

Paragral 5
Penerapan TTG

Pasal 12
Pencrupan T sebagaimana dimaksud dalanm Pasal 6 huruf ¢, cilakukan

Soleho masvara.



(2) Dalam rau

)

a. pelatthan;

ek oencrapan TTG oleh masvarakat scbagaimana dimaksud
I
Y

il
Daddie avat | fakukan pemberdavaan masvarakal melalui -

b. pcmberiar. ©oantuan langsung; dan/atau

c. pendampis ooan.

. Pasal 13

Pelatibion scbage - ana cnmaksud dalam Pasal 12 ayat {2) huruf o, dapat

berbeniuk:

a.
b.
C.
.

peiatthan ek -
pelalihan mar.. cmen;
studl bandine in/awu

DL,

Pasal 14
Pemberian ba oan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) hurul b, . pat berupa hibah dan bantuan sosial sesual holentuan

2

periauran per . dang-undangan,

CPenberian e oan iesungsebagaimana disnaksud pada ayat {1, untuk

memberdaval o masvarakat dalam meman(laatkan TTG.

Pasal 15

Pendampingan s ioagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Lurufl c,

dilakulam antuk o mboerdavakan masyvarakat dalam penerapan TTG.

(1]

(2)

BAB VI
LEMBAGA PELAYANAN TG

Pasal 16

Lonmaga Pela Cran TG terdirt dan

ca. Posyanick ng berkedudukan di kecamatiag,

b, Wartek va . berkedudukan di desa/kelurahan. _
Lembaga Pela. . aan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m:--upakan
Lembaga Koro varakdtan, vang ditetapkan sesual ketentuan eraturan

porcadanyg ur oo ongan.

Pasal 17

Lembeagn Pelavan o0 TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

mernpunyal tugas.

ol

b.

d.

.

mernberikosr cayvanaa teknis, iniormast dion promost jenis/s;eesifikasi
ot

maenilasilitasi - netaan kebutuhan dan pengkacian TTG;

menjembatan. - asyarakat scbagai pengguna 1TG dengan sumber PTG,
memotivast poorapan TTG di masyarakat,

menaberikan ayanan konsuliasi dan pendamipingan kepada misyarakat

dolinm peneea o TTGE dan

monilasilitast - acrapasn TG,



(1) Pembentukan
1o avat (1) <.

Busatl.
(2) Pembentukan

16 uvat (1) di

(1) Pengurus Po
porurus lem
(2) Kriteria peng
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1 nemibik s
Cecpm e
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o

Bendahara.

{1) Hiubungan ke
konsultatil de
(2) Hubungan K
Jainnva di ke
(3) Hubungan k.

Bycrsilat ke

(1) Hubungan ko

konsultatf o
(2) Tlubsangan ke
desa/ keiurah
{3) Hubungan ks
-bersifat kemit

(1} Pembingan P

dilubiukan ole

Pasal 18
nbaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalim Pasal
cccamatan dan kelurahan dictapkan dengan Koputusan

. nbaga pelayanan TTG sebagairnana dimaksud daiam Pasal
L sa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19
- ontek  dan Wartek disusun  berdasarkan  musyawarah

ooa kemasvarakatan.,
o5 Posyanick dan Wartck :
a. mewakihi v

ur masvarakat;
icarifan lokal dan adal 1stiadat masyarakat;
.1 kecamatan /desa lokasi Posyantek dan Wartek;
ap masvarakat sekitarnya dalam mendayagunakea:. TTG;
Colan inovatify, - '
sLampuann mz-majerial;
nivasi untuk mengembangkan TTG;
.ampuan berkomunikasi sceara baik; dan
s jujur, disiplin, dan berpengaiaman dalam menj:lin kerja
pihak ketiga.
umlan pengurus Posyantck dan Wartek scb:izaimana
ayat (1) discsuaikan dengan kebutuhan.
tek dan Wartck minimal terdiri dari Ketua, Sckrotaris dan

Pasal 20
antara Posyantek dengan kecamatan bersifat keonitraan,
coordinatifl, ‘
.1 antara Posyantck dengans lembaga kemasy .rakatan
. atan bersifat konsultatil dan koordinatif.
Voo antiona Posyantek d(:ﬂgéé.lﬂ pihak ketiga di kovamatan
NS

Pasal 21
antara Wartek dengan desa/kelurahan bersifat komitraan,
coordinatif
antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan noinnya di
 persit konsultatif dan koord ol
antara Wartek dengan pihik ketiga di desa/kolurahan
1.

BAB VI
PEMBINAAN

.l)E.{SEl] 22

- oerdinvaan Masvarakat melalui pengelolaan TTG . Dacrah

supall.



(2) Peluksanaan cmbinuan Cscbagaimana  ciimaksud  pada avat o (1)

dilaksanakan | h

Tim Koordinasi.

(3) Tim Koordina: . cbhagaimana dimaksud pada avat (2) terdiri atas :

a. PPengarah
b, Ketua
c. Sckretaris

d. Anggolu

Bupa;

Sckretaris Dacrah;

Kepula Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pongampu
Pemiberdayaan Masvarakat

Stakcholder/Organisasi Perangkat Dacrah yar terkait
Pemberdavaan Masyarakat dalam  pengelokaon TTG
sesul kebutuhan.

(4) Tim" Koording | schagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan e L.

Pasai 23

Pembinaan pemtb.fayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG sebizaimana

dimaksud dalam - sal 22 avat (1) antara lain :

a. koordivost die o lasibtas) pemberdayaan mas, arakal melalul pe.izelolaan

T

b. pomberian pekoonan teknis pemberdavaan masyarakat melalui peagelolaan
TIG: :

c. supcervisi penn. cdavaan masyarakat melalul pengelolaan TTG;

d. monitoring d. : evaluasi pemberdavaan masyarakat melalui pe gelolaan
TG

C. ponberian oo ocoaargaos atas presiasi pemberdayaan masyarak:: melalud

pengelolaan F
[, penvelenggari: .

nendidikan dan pelatthan pemberdayaan  m.osyarakat

melalul penge.. aan TTG,

Bupati - molapoy o0

BAB Vill
PELAPORAN

Pasal 24
peluksanaan  pemberdavaan masyarakat  melalul

Pengcloaan TIG o Dacrah kepada Gubernur den:zan tembusan Ment. -1 Dalam

Negeri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan peind o davaan masyarakat melalul pengelolaan TTG ¢ Dacrah

bersumber  dard aggaran  Pendapatan  dan  Belanja Dacrah  k:obupaten

Wonosobo dan st ocer danu lainnya vang sah dan tdak mengikat.



Peraturan Bupaty .

Agar scuap oran .

Bupatui int dengat,

Diundangkan di \..

pada tanggal

SERKRICTARIS DAL

BAB X
KIETENTUAN PENUTUY

Pasal 26
mulai berlaku pada tanggal divundangkan.

acngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

o onempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Wonosobo.

Ditctepkan di Wonosobo
pad:: inggal
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BUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR



